BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan hasil pembahasan maka dapat diambil

kesimpulan sebagi berikut :

1.

Pengaturan tentang hak menyatakan pendapat sebelum adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VI111/2010 Tentang Pelaksanaan
Hak Menyatakan Pendapat adalah sebanyak % dari 560 anggota = 420
anggota. Pengaturan tentang hak menyatakan pendapat sesudah adanya
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-VII1/2010 Tentang
Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat adalah sebanyak 2/3 dari 560 anggota
= 373 anggota.

Dampak positif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23-26/PUU-V111/2010
Tentang Pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat berdampak terhadap kinerja
antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai lembaga legislatif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat
merenggangkan hubungan antar pemerintah sebagai lembaga eksekutif
dengan dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif yang memiliki

fungsi pengawasan dan control terhadap pemerintah.
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B. Saran

1.

Sebaiknya perlu mengadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 27
tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya selalu bersifat representatif terhadap rakyat dan tidak

berorientasi pada partai politik.



